
BUPATI JEMBRANA
PROVINSI BALI

PERATURAN DAERAH KABUPATEN JEMBRANA
NOMOR 1 TAHUN 2025

Menimbang

Mengingat :

TENTANG

PENANGGULANGAN BENCANA

DENGA}I RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI JEMBRANA,

a. bahwa sebagai upaya dan bennrk tanggung jawab
pemei-intah daerah untuk memberikan pelindungan
terhadap kehidupan dan penghidupan masyarakat di
Kabupaten Jembrana termasuk pelindungan atas bencana,
untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat;

b. bahwa wilayah Kabupaten Jembrana memiliki kondisi
geologis, geografis, hidrologis, demogralis, sosiografis yang
menjadikannya berpotensi, rawan benc.rna, baik Bencala
Alam, bencana non-alam, maupun bencarna sosial yang
berpotensi menimbulkan korban jiwa, kerugian harta
benda, dan kerugian dalam bentuk lain yang tidak ternilai,
sehingga diperlukan suatu kebijakan dalam
penanggulangan bencana di Kabupaten Jembrana;

c. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 3
Tahun 2013 tentang Penanggulangan Bencarra suda-h tidak
sesuai dengan perkembangan hukum dan kondisi saat ini,
sehifl gga perlu diganti;

d. bahwa berdasdkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan
Peraturan Daerah tentang Penanggulangal Bencana;

1. Pasal l8 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2OO7 Tentang
Peoanggulangan Bencana (tembaran Negara
Republiklndonesia Tahuh 2OO7 Nomor 66, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723'1;

3. Undang-U"ot,'*, /
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3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir
dengan Undarg-Undang Nomor 13 Tahun 2022 telltarrg
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun
2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-
undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2022 Nornor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6801);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan I.embararr
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah diubah beberapa kali, teralhir dengan Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentar,g Penetapan
Peratura-n Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2
Tahll]r 2022 tentang Cipta Keda menjadi Undang Undarg
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor
41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6841);

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahru,l 2023 tentang Provinsi
Bali (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2O23
Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6871)i

6. Undang-Undang Nomor 76 Tahun 2024 ter^ta g
Kabupaten Jembrana di Provinsi Bali (kmbaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 262, Talnbahart
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7013);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang
Penyelenggaiaan Penarggulaigarr Bencana (Lernbaran
Negara Republil Indonesia Tahun 2OO8 Nomor 42,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
aa28);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2OO8 tentang
Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Irmbarar1
Negara Republik Indonesia Tahun 2OO8 Nomor 43,
Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor
4429);

g. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018 tentang
Penyelenggaraarr Penanggulangal Bencana Dalan
Keadaan Tertentu {t embaran Negara Republik Indonesia
Tahun 20 18 Nomor 34);

10. Peraturan Menteri ../



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN JEMBRANA
dan

BUPATI JEMBRANA

10. Peraturan Menteri DalaE Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita
Negara Republik lndonesia Tahun 2015 Nomor 2036)
sebagaimana telah diubal dengan Peratuian Menteri
Dalam Negeri Nomor 12O Tahun 2Ol8 tentang Perubahan
Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Ta}Iun
20 1 5 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 20 18 Nomor 157);

Dengan Persetujuan Bersarna

MEMUTUSKAN:

DAERAH TENTANG PENANGGULANGANMenetapkan: PERATURAN
BENCANA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kabupaten Jernbrana.
2. Pernerintah Daerah adatah Pernerintah

Kabupaten Jembrana.
3- Bupati adala}l Bupati Jelnbrana.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang

selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten
Jembrana-

5. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di
lingkungar:r Pernerintah Daerah.

6. Badan Penanggulangan Bencaia Daeral. yang
selanjutnya disingkat BPBD adalah Bada.rl
PerranggulaI1garr Bencarra Daerah Kebupaten
Jernbrana-

7. Anggaran Pendapatarr dan Belanja Daerah yang
selanjutnya disingkat APBD adalah rencana
keuangan ta}unarr Daerah yang ditetapkan
dengan Peraturan Daerah.

8. Badan .
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8. Badan Nasional penanggrrlangan Bencana
yang selanjutrtya disingkat BNPB adalah
lembaga pemerintah non-Departemen sesuai
dengan ketentuan Peraturan perundang-
undangan.

9. Bencana adalal. peristiwa atau rarrgkaian
peristiwa yarrg rnengarrc€un darr mengganggu
kehidupan dan penghidupan rnasyarakat yang
disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau
faktor non alam rnaupun faktor manusia
sehingga rnengakibatkan timbulnya korban
jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian
harta benda, dan dajnpak psikologis.

10- Forum Untuk Pengurangan Risiko Bencana
yang selanjutnya disebut Fon-rm adalah suatu
forurn untuk mengakomodasi inisiatif-inisiatif
pengurangan risiko Bencana di Daerah.

11. Bencana Alarn adala}. Bencana yartg
diakibatkan oleh peristiwa atau serarrgkaian
peristiwa yang disebabkan oleh a-lam antara lain
berupa gernpa ballni, tsunami, gunung
meletus, banjir, kekeringan, angin topan, dan
tanah longsor.

12. Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana
adalah serangkaian upaya pencega-t.a.r} bencana
yang dilaksanakan pada tahap prabencana, saat
tanggap darurat Bencana, dan Pascabencana.

13. Pengurangart Risiko Bencana adalah kegiatan
unt\rk mengurangi ancarnan dan kerentanan
serta meningkatkan kernarnpr-r€rn rnasy€rrakat
dalam menghadapi Bencarra-

14. Piabencarra adalall situasi dirnana tidak terjadi
Bencana.

15. Rencana Penanggulangan Bencana adalah
dokumen perencEuraan yang berisi kebijakan
strategi, prograrn, dan pilihan tindakan dalarn
Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana dari
tahap Prabencana, tarrggap darurat dan pasca
Bencana.

16. Daerah Rawan Bencana adalah daerah yang
rnerniliki kondisi atau karal<teristik geologis,
biologis, hidrologis, klirnatologis, geografis,
sosiat, budaya, politik, ekonomi, dan teknologi
pada suatu wilayah untuk jangka waktu
tertentu yang rnengurangi kernannpuan
mencegah, rneredallr, mencapai kesiapan, dan
rnengurangi kernarnpuan untuk menanggapi
dampak buruk bahaya tertentu.

17- Risiko
t f
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L7.

14.

19.

20.

2t.

a.)

23.

Risiko Bencana adalah potensi kerugian yang
ditirnbulkarr akibat Bencana pada suatu wilayah
dalam kurun wal<tu tertentu yang dapat
berupa kematian, luka, sakit, jiwa terancam,
hilangnya rasa arnarl, rnengungsi, kerusalan
ataar kehilangan harta, dan gangguan kegiatan
lnasyarakat.
Kesiapsiagaan adalah serangkaian kegiatan
yang dilakukan unt\rk mengantisipasi Bencana
rnela-lui pengorganisasian serta lnelalui langkall
yang tepat guna dan berdaya guna.
Mitigasi adalah serangkaiarr upaya untr.rk
mengurangi Risiko Bencana, baik melalui
pernbangunan fisik rnaupun penyadaran dan
peningkatan kemannpuan menghadapi zrrlcErrrrarl
Bencana.
Tanggap Darurat Benca-na adalah serangkaian
kegiatan yang dilakukan dengan segera pada
saat kejadian Bencana untuk menangani
darnpak buruk yang ditiinbulkan, yang
rneliputikegiatan penyelarnatan dan ewal<uasi
korban, harta benda, pemem-rhan kebrrtuha!
dasar, perlindungan, pengurusarr pengungsi,
penyelarnatan, serta pemulihan prasarana dan
saiaila.
Pascabencana adalah situasi setelah Tanggap
Darurat Bencana.
Rehabilitasi adalah perbaikan darr pemulihan
selrlua aspek pelayanan publik atau
rnasyarakat sampai tingkat yang rnernadai
pada wilayah Pascabenca-rra dengalr sasaian
utarna untuk norrnalisasi atau berjalannya
secara wajar semua aspek pemerintahan dan
kehidupan masyarakat pada wilayah
Pascabencana.
Rekonstruksi adalah pembangunan kembali
semlra salana dan prasarana, kelernbagaan
pada wilayah Pascabencar-ra, baik pada tingkat
pernerintahan maupun masyarakat dengan
sasaran Lltarna tumbuh dai berkernbangnya
kegiatan perekonomian, sosial dan budaya,
tegaknya hukurn dan ketertiban, dan
bangkitnya pera-n serta masyarakat da]am
segala aspek kehidupan bermasyarakat pada
wilayah Pascabencana.

24- Kearifart
t I
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24.

25.

26.

27.

24.

,o

30.

31.

32.

Kearifan Lokal adalah nilai-nilai luhur yang
berlaku dalam tata kehidupan masyarakat
ai'rtara lain pengakuan dan penghorrnatan
terhadap kesatuan masyarakat hukurn adat
beserta hak-trak tradisionalnya.
Korban Bencar1a yang selanjutrtya disebut
Korban adalah orang atau sekelompok orang
yang rnenderita atau mertingga,l dunia akibat
Bencana.
Pengungsi adalah orang atau sekelompok orang
yang terpaksa atau dipaksa kelual dari tempat
tinggalnya untuk jangka waktu yang belum
pasti sebagai akibat buruk Bencana.
Penyintas adalah Korban yang selarnat dan
mampu bangkit kembali.
Kemgian adalah berkurang atau hilarrgnya
manfaat dari suatu kepemilikal Korban.
Irrnbaga Usaha adalah setiap badan hukum
yang dapat berbentuk badan usaha milik
negara, badan usaha milik Daerah, koperasi,
atau swasta yang didirikan sesuai dengan
ketentuan Peraturan Pemndalg-undangan yang
menjalankan jenis usaha tetap dan terus
menerLls yang bekerja dan berkedudukan dalam
wilayal. Negara Kesatuan Republik Indonesia
Organisasi Kernasyarakatan adalah organisasi
yaig didirikan dan dibentuk oletr rnasyarakat
secara sukarela berdasarkan kesarnaan
aspirasi, kehendak, kebutuhan, kepentingan,
kegiatan, dan tujuan untuk berpartisipasi
dalaln pembartgunan demi tercapainya tujuan
Negara Kesatuan Republik Indonesia yang
berdasarkan Pancasila dan Undalg Undang
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Kelompok Rentan adalah bayi, anal< usia di
bawa} tirna tahun, anak-anak, ibu yang
sedang mengandung atau rnenl .rsui,
penyandang cacat/disabilitas dan orang yang
kondisi fisik melemah atau lanjut usia dan
orang yang terganggu kejiwaannya.
I.ernbaga Internasional adalah organisasi yang
berada dalarn lingkup struktur organisasi
Perserikatan Bangsa-BaJrgsa atau yang
menjalankan tugas mewakili Perserikatan
Bangsa-Bangsa atau organisasi internasional
lainnya.

33. L€mbaga
I I
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33.

34.

35.

36.

Lembaga Asir:rg Nonpemerintah adalal' suatu
Lembaga Internasional yang terorganisasi
secara f\rngsiona.l bebas dari dan tidak mewakiti
pernerintaha-rr suatrr negara atal.l organisasi
internasional yang dibentuk secara terpisah dari
suatu negaia dirnama organisasi itu didirikan.
Desa Adat adahn Desa Adat di Bali
sebagairnana dirnatsud dalarn Peraturan
Daeiah Provinsi Bali Nornor 4 Tahun 2Ol9
tentang Desa Adat di Bali, di wilayah Daerah.
Dana Perrangglrlangan Bencana adalah dana
yang digunakan bagi Penanggulangan Bencana
untuk tahap Prabencana, saat tanggap damrat,
dan/atau Pascabencana.
Masyarakat adalah perseorangan, kelompok
orang dan/ataar badan hukum.

dan

Pasal 2

Penanggulangan Bencana berasaskan:
a. kemanusiaam;
b. keadilan;
c. kesamaan kedudukan dalam hukurn

pemerintahan:
d. keseimbangan, keselarasan, dan keserasian;
e. ketertiban dan kepastian hukurn;
f. kebersarnaan;
g. kelestarian lingkungan hidup;
h. ilmu pengetahuan dan teknologi; dal
i. partisipasi.

Pasal 3

Prinsip dalarn penanggulangan Bencana meliputi:
a. Mitigasi Risiko;
b. cepat dan tepat;
c. prioritas;
d. koordinasi dan keterpaduan;
e. berdaya guna dan berhasil guna;
f. transparansi dan akuntabilitas;
g. kemitraan;
h. pernberdayaan;
i. nondiskrirninatif;
j. nonproletisi;
k. kemandirian;
l. Kearifan Lokal; dan
m. berkela.njrrtarr 

, I
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Pasal 4

Peraturan Daera}l ini bertujuan untark:
a. memberikan peliodungan kepada Masyarakat

dari arrcama! Bencana;
b. menyelaraskan Peraturan Perundang-undangan

yang sudah ada;
c. rnenjamin terselenggaranya penanggulangan

BencaIra secaraterencana, terpadu, terkoor:dinasi,
darr menyeluruh;

d. menghargai Budaya lrkaL:
e. membarrgun partisipasi darl kemitraan publik

serta swasta;
f. mendorong semarrgat gotong royong,

kesetiakawanarr, dan kedermawanan;
g. rnenciptakan perdamaian dalarn ketridupan

bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara;
h. rnengurangi atanr Inenekan seminimal mungkin

dampak yang ditirnbulkan berlrpa kerusakan
maupun Kerugian rnaterial dan Korbal jiwa; dan

i. meningkatkan kemamprran Masyarakat dalarn
menghadapi Bencana baik Prabencana, saat
Tanggap Darurat Bencana dan Pascabencana.

Pasal 5

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi:
a. tanggung jawab dan wewenang;
b. kelembagaan;
c. trak dan kewajiban Masyarakat;
d. peran Lembaga Usaha, Lernbaga Internasional

dan Lernbaga Asing Nonpemerintah, Organisasi
Kernasyarakatan, lernbaga swadaya Masyaiakat,
media massa, satuan pendidikan, dan Desa
Adat;

e. Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana;
I data dan informasi kebencanaan;
g. pendanaan, penggunaan dan pengelolaan

bantuaIr Bencana;
h. pernantauarr, pelaporan dan evaluasi;
i. pengawasa-n dan pertanggungiawaban; dan
j. penyelesaian sengketa.

t {
BAB II
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BAB II
TANGGUNG JAWAB DAN WEWENANG

Pasal 6

Pemerintah Daerah menjadi penanggung jawab
dalarn Penyelenggaraan Penalggulangan Bencana di
Daerah.

Pasal 7

Tanggung jawab Pernerintah Daerah dalam
Penyelenggaraan Penanggulangair Bencana di Daerah
meliputi:
a. Pengurangan Risiko Bencarra dan pemaduan

Pengura-rrgan Risiko Bencana dengan prograrn
pembangunarr;

b. pelindungan Masyarakat dari dampak Bencana;
c. penjarninan pemenuhan hak Masyarakat,

Pengungsi dan Penyintas yang terkena Berrcana
secara adi-l dan sesuai dengan standar pelayanan
miniml.rm;

d. pengembangan dan perrerapan kebijalan
Pengurangan Risiko Bencana secara
berkelartjutan;

e. pemaduan atau pengintegrasian Pengrlralgan
Risiko Bencana dengan program pembangunan
jalgka panjallg Daeratl dan program
pembangunan jangka rnenengah Daerah dan
rencana keija Pernerintah Daerah;

i penga-lokasiart anggaran Penyelenggaraan
Penanggularrgan Bencaira dalam APBD;

g. pengalokasian €r-nggaran penanggulangan
Bencana dalarn trentuk dana siap pal<ai;

h. pemulihan kondisi dari darnpak Bencana;
i. perneliharaa-n arsip/dokumen otentik dan

kredibel dari arcarnan dan dampak Bencana;
j. pelaporan pertanggungiawaban Dana

Penanggulangan Bencana baik yang berasal dari
APBD rnaupun non APBD kepada publik melalui
DPRD dan diurnumkan melalui rnedia cetak
dan Elektronik;

k. perencanaan dan pelaksanaan program penyediaan
cadangan pangan;

l. perlindungan kepada Masyarakat terhadap pelanggaran
dan/atau kejahatan dalam proses penyaluran bantuan
dan/atau ganti Kerugian, baik dalam tahap Pra Bencana,
Tanggap Darurat, maupun Pasca Bencana;

fIn. fasilitasir
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m. Iasilitasi penyelesaian konfuk sosial yang timbul sebagai
dampak buruk Bencana;

n. perlindungan dan fasititasi terhadap PenyelenggaraErn
Penanggulangan Bencana oleh Masyaialat sesuai dengan
kemampuan Daerah; dan

o. perlindungan situs-situs dan cagar budaya yang menjadi
aset Daerah dan pengembalian pada kondisi semula
sesuai dengan kemampuan Daerah.

Pasal 8

(1) Wewenang Pernerintah Daerah dalam
Penyelenggaraao Penanggulangan Bencana
meliputi:
a. penetapao kebijal<arl Penyelenggaraan

Penanggulangan Bencarra sesuai dengan
tingkat kewenangan dan karakteristik wilayah
serta selaras dengan kebijakan pernbangunan
j"ngka panjang Daerah, kebijakal
pembangunan jangka menengah Daerah serta
rencana kerja Pernerintah Daerah;

b. pelaksanaan kebijakal.r ke4a sama dalarn
penanggulangan Bencana denga.rr provinsi
dan/atau kabupaten/ kota lain;

c. pengaturan penggunaan teknologi yang
berpotensi sebagai sumber ancaman atau
bahaya Bencana di Daerah;

d. perumusan kebijal<an pencegaian
penguasaan dal.r pengr-rrasan sumber daya
alam yang melebihi kemarnpuan alarn di
Daerah;

e. pelaksanaan pengendalian atas pengumpulan
dal penyalurarr bantuan berupa r-rang
dan/atau barang serta jasa lain yang
diperuntukkan untuk penanggrrlangan
Bencana;

I perumusan rencana tata mang wilayah yang
didasarkan atas pengurangan zusiko Bencana:

g. perumusan perencanaan pembangunan Daerai yang
memasukkan unsur-unsur kebijakan Penaaggulangan
Bencana;

h. koordinasi dan pengarahan Penyelenggaraan
Penanggulangan Bencana oleh Masyarakat dan
Lembaga Usaha;

i. melakukan pengawasaJr dan pengendalian harga
kebutuhan pokok dan/atau harga kebutuhan lain di
Daerah.

(2) Daerah .

t
.I
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(2) Daerah dalatrr rnelaksanalan kewenangan
sebagaimana dimaksud pada ayat (r), dapat
berkoordinasi dengan Pernerintah.

BAB IV
KELEMBAGAAN

(l)Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6,
dilaksanakarr oleh BPBD.

{2)Pelaksanaan Penyelenggaraan Penanggulangan
Bencana oleh BPBD sebagaimana dirnaksud
pada ayat (l), dilaksanakan berdasarkan
Peraturan Bupati tentang Kedudr.rkan, Susunan
Organisasi, TLgas dan Fungsi, serta Tata Kerja
BPBD.

BAB W
HAK DAN KEWAJIBAN MASYARAKAT

Bagian Kesatu
Hak Masyarakat

Pasal 10

(l) Setiap orang berhak:
a. mendapatkan pelindungan sosial dan rasa

arnan, khrlsusnya bagi Kelompok Rentan;
b. mendapatkan pendidikan, pelatihan, dan

keterannpilan dalarn Penyelenggaraan
Penanggulangan Bencana;

c. lnendapatkalr inforrnasi secara tertulis
dan/atau lisan tentang kebijakan
Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana;

d. berperan serta dalam perencanaan,
pengoperasian, dan pemeliharaan program
penyediaai bantuan pelayanan kesehatan
termasuk dukungan psikososial ;

e. berpartisipasi dalam pengambilan keputusan
terhadap kegiatan Penyelenggaraan
Penanggulangan Bencana, khususnya yarrg
berkaitar dengan diri dan komunitasnya; dan

f. melakukan pengawasan sesuai dengan
mekanisme yarrg diatur atas pelaksa-naan
Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana-

(2) Setiap ..

)

Pasal 9

T
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(2) Setiap ora-ng yang terkena Benca-rra berhak
mendapatkarr bantuan pemenutran kebutuhan
dasar.

(3) Setiap orang berhak untuk mernperoleh ganti
Kerugian karena terkena Bencana yang
disebabkal oleh kegagalan konstmksi atau
teknologi.

(4) Setiap orang berhak mendapatkan
bantuan/santunan atas kerusakan baigunan
kajena terdarnpak Bencana sesuai dengan
kemampuan keuangarr Perrrerintah Daerall.

Bagian Kedua
Kewajiban Masyarakat

Pasal 11

Masyarakat berkewajiban :

a. menjaga kehidupan sosial Masyarakat yang
trarrnonis, memelihara keseirnbangan,
keserasian, keselarasan, dan kelestarian fi-rngsi
lingkungan hidup;

b. berperan aktif dalam Penyelenggaraan
Penanggulangan Bencana;

c. rnernberikan informasi yang benar kepada publik
tentang Penyelenggaraan Penanggulangan
Bencana; da!

d. mernberikan informasi yang benar tentang data
diri.

BAB V
PERAN LEMBAGA USAHA, LEMBAGA

INTERNASIONAL DAN LEMBAGA ASING
NONPEMERINTAH, ORGANISASI

KEMASYARAKATAN, LEMBAGA SWADAYA
MASYARAKAT, MEDIA MASSA, SATUAN
PENDIDIKAN, DESA DAN DESA ADAT

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 12

Lernbaga Usa}'a, Lembaga Internasional dan
Lembaga Asing Nonpemerintah, Organisasi
Kemasyarakatan, lembaga swadaya Masyaral<at,
media rnassa, satuan pendidikan darr Desa Adat,
mendapatka-n kesempatan dalam Penyelengg.rraan
Penanggulangan Bencana, baik secara terserrdiri
mampun secara bersarna dengan pihak lain.

Bagian Kedua

r f
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Bagian Kedua
Lembaga Usaha

Pasal 13

(1) Dalam menyelenggarakan penanggulangan
Bencana, lembaga Usaha berkewajiban untuk:
a. rnelaksanakan tanggung jawab sosial dan

lingkungan dalam ra,rgka Penyelenggaraan
Penanggulangarr Bencana diDaerah;

b. menyesuaikan kegiatannya dengan kebijakan
Penyelenggaraan Penaoggulangan Bencana dan
mernperhatikan nilai-ni-lai Kearifan Lokal
Masyarakat setempat;

c. melaporkan kegiatan Penanggulangan Bencana
kepada Pemerintah Daerah dan/atau BPBD
serta rnenginforrnasikarrnya kepada publik
secara transparan; dall

d. mengindahkan prinsip kemanusiaan dalam
melaksanakan fungsi ekonorninya.

(2) Dalam Penyelenggaraan Penanggulangan
Bencana, lembaga Usaha harus mengedepankan
kepentingan umum dari pada kepentingan
usahanya-

Bagian Ketiga
l,embaga Intemasional dan L€mbaga Asing Nonpemerintah

Pasal 14

(l) Peran serta L€mbaga lnternasional dan Lembaga
Asing Nonpemerintah da.lam penanggulangal
Bencana bertujuan untuk mendukung
pengrratan upaya penanggulangan Benca-na,
pengrrrangan ancaman da-rr Risiko Bencana,
pengurangan penderitaan Korban, serta
mempercepat pemulihan kehidupan Masyarakat.

(2) Tata cara tembaga Internasional atau Lembaga
Asing Nonpemerintah yartg akan berperan serta
dalam penanggulangan Bencana dilaksanakan
sesuai dengan ketentuar:r Peraturan Penrndang-
undangan.

(3) Pada saat Tanggap Darurat, tembaga
Internasiona-l atau Irmbaga Asi.ng
Nonpemerintah dapat rnernberikan bantuan
secara langsung.

(4) Pemberian ..II
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(4) Pemberial bantuan oleh l,embaga Internasional
atau Ie mbaga Asing Nonpemerintai
sebagailnana dimaksud pada ayat (1), dilal<ukan
dengan Inenyarnpaikan daftar jurnlah personil,
logistik, peralatan, dan lokasi kegiatan kepada
pihak yang berwenang sesuai dengan
ketentuan Peraturan Perundang undangan.

(5) Pengawasan Lembaga Internasional atau
Lembaga Asing Nonpemerintah dalam kegiatan
penanggulangan Bencarra pada tahap
Prabencana, Tanggap Dan-rrat dan Pascabencana
dilaksanakan sesuai dengai ketentuan
Peraturajt Perundang-undangan.

. Pasal 15
Lernbaga Internasional berkewajiban menaati
ketentuan Pelaturan Perundang-rrrrdangan dan
menjunjung tinggi latar belakang sosial, budaya dan
agarna Masyarakat.

Bagian Keempat
Organisasi Kemasyarakatan

Pasal 16

(l) Organisasi Kemasyarakatan berperan serta
Penyele!:rggar:aan Penanggulangan Bencarra sesuai
dengan kernarnpuan dan potensi yang dimiliki
oleh setiap Organisasi Kemasyaral<atarr.

(2) Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana
sebagairnana dimaksud pada ayat (1) harus
mengutamakan kerukunan dan soLidaritas sosial
serta praktik-praktik nonproletisi.

13) Organisasi Kemasyarakatan berperan seita
melal<Llkan kegiatan pelnantauan dan
pengawasan terhadap Penyelenggaraan
Penanggulangan Benca-na.

(4) Organisasi Kemasyarakatan melakukan
koordinasi dengan BPBD dalarn Penyelenggaraan
Penanggtr.langan Bencana.

BaSian Kel,i&a
lembaga Swadaya Masyarakat

Pasal 17

(1) Penyelenggar:aan Penanggulangan Bencana oleh
swadaya Masyarakat dilakukan sesuai
kemampuan dan potensi yang dimiliki.

lembaga
dengan

l2l V"nVetenZearaa, .. 

t
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(2) Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) harus mengutamakan kerukunan
dan solidar-itas sosial serta praktik-praktik non proletisi.

(3) I€mbaga swadaya Masyarakat berperan serta melakukan
kegiatan pemantauan dan pengawas.rn terhadap
Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana.

(4) l,embaga swadaya Masyarakat melakukan koordinasi dan
kerjasama dengan BPBD maupun pemangku kepentingan
dalam Penyelenggaraam Penanggulangan Bencana.

Bagian Keenam
Media Massa

Pasal 18

(t) Media massa berperan dalarn menginformasikan
Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di
Daerah.

(2) Peran sebagaimana dirnaksud pada ayat (1),
arrtara lain:
a. menginforrnasikan kebijakan Pemerintah

dan/atau Pemerintah Dae.ah yang terkait
dengan kebencanaan;

b. rnenyebarluaskan inforrnasi peringatan dini
kepada Masyarakat; dan

c. rnenyebar_luaskarr inforrnasi Inengenai
kebencanaan dan r.rpaya penanggulangannya
sebagai bagian dari pendidikan untuk
penyadaran Masyarakat.

Bagian Ketujuh
Satuan Pendidika-n

Pasal 19

(1) Satuam pendidikai berperan serta
Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana sesuai
dengan potensi yang dimiliki oleh setiap lembaga.

(2) Peran serta sebagairnana dimal<sud pada ayat (1),
dilaksanakan dengarr rnengernbangkal nilai-nilai
budaya, menurnbuhkarl sernangat solidaritas
sosial, kedermawanan, dan Kearifan tokal.

(3) Satuan pendidikan berkewajiban menginisiasi
secara terintegrasi Pengurangan Risiko Bencana
kedalann kurikulurn pertdidikan atau kegiatan
lainnya yang dikoordinasikan dengai:r Perangkat
Daerah terkait.

(4) Perguruan tinggi berperan serta dalarn
penanggulangan Bencana sesr.raj dengan ti
dhanna p er gonl.an tinggi.

Bagian KedelaDan-t fl
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Bagian Kedelapan
Desa dan Desa Adat

Pasal 20

(ll Desa dan Desa Adat berperan serta
Penyelenggaraal Penanggulangan Bencana sesuai
derrgarr kemarnpuan dan potensi yang dirniliki
oleh setiap Desa dan Desa Adat.

(2) Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana
sebagairnana dirrlaksud pada ayat (1), harus
mengutarnakan kerukunan dan solidaritas sosial
serta praktik-praktik nonproletisi.

(3) Dalarn Penyelenggaraan Penarrggrrlangan
Bencana, Desa dan Desa Adat dapat melakukan
kedasarna serta beikoordinasi dengar.r BPBD.

(4) Ketentuan lebih lanjut lnengenai
penanggularrgan Bencana oleh Desa dan Desa
Adat dalarn Penanggulangan Bencana diatur
dengan Peraturan Bupati.

BAB VI
PENYELENGGARAAN PENANGGUI-ANGAN BENCANA

Bagian Kesatu
Urnurn

Pasal 2 1

Penyelenggan'aan Penarrggulangan Bencarra
dilaksanal<an dengarlrnemperhatikan aspek aspek:
a. sosial, ekonorni, dan budaya Masyarakat;
b. kelestarian lingkungan hidup;
c. kemanfaatan dar:r efektivitas; dan
d. lingkup luas wilayah.

Pasa) 22

(1) Pernerintah Daerah rnenetapkan peta rawan
Bencana dalam perencanaan tata ruang.

(2) Peta sebagaitnana dimaksud pada ayat (1)'
berisi ancamanBencana yang terdiri atas:
a. gernpa bumi;
b. tsunalni;
c. kebakaran hartan dan lal.a;
d. kekeringan dan kerawanan parrgan;
e. perubahan iklim dan pernanasan global;
f. banjir;
g- banjir bandang;
tr. tanah longsor-;

i. kebakaran f
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i. kebal<aran hutan dan lahan yang disebabkar!
olehrnanr-rsia perarnbal.an hutan;

j. pencernaran lingkungan dan lirnba} indlrstri;
k. penurunan rnuka tanah;
1. likuifaksi;
rn. wabah;
n. kegagalan teknologi dan konstruksi;
o- kerusuhan dan konflik sosial antar kelompok

Masyarakat; dan
p. Bencana lain ya,rrg merrjadi arlcarnarr Daerah.

(3) Pernerintah Daeiah dapat rnengizirrkarl suaflr
rencana usalla dan/atau kegiatan yang terletak
pada an:ea kawasan rawan Bencana Alarn apabila
mememrhi persyaratan:
a. dapat rnengendalikair ancalrran Bencana atau

bahaya dengan teknologi yang tepat;
b. dapat mencega-h terjadinya Kerugian bagi

Masyaral<at yang berpotensi terkena dampak;
dan

c. dapat mencegah terjadinya pencemaran
dan/atau kerusakarl lingkurrgan hidup.

(4) Persyaratan sebagaimana dirnaksud pada ayat (3),
dituangkan dalam dokumen arralisis mengenai
dampak li1:lgku1.lgan atau upaya pengelolaarr
lingkungan hidup dai upaya pernantauan
lingkungan hidup.

Bagian Kedua
Tahapan
Paragraf 1

Umum
Pasal 23

Penyelenggaraan Penanggulangarr Bencana
3 (tiga) tahapyaitu:
a. Praberrcana;
b. saat Tanggap Darurat BerrcaDa; dan
c. Pascabencana-

rneliputi

Paragral 2
Prabencana

Pasa) 24

Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana pada
tahap Prabencana sebagairnana dimaksud dalarn
Pasal 23 hrrruf a, meliPrrti:
a. situasi tidak terjadi Bencana; dan
b. situasi terdapat potensi terjadirlya Bencana'

Pasar 21.../
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Pasal 25

Penyelenggaraarl Penanggulangan Bencarra pada
situasi tidak tedadi Bencana sebagaimana
dirnaksud da.larn Pasal 24 humf a, rneliputi:
a. perencanaan penanggulangan Bencana;
b. Penguralgan Risiko BencaIra;
c. pencegahan;
d. pemaduan dalann perencanaan pernbalgunan;
e. persyaratan analisis Risiko Bencana;
f. pelaksanaan dan penegakan rencana tata ruang;
g. pendidika:n dan pelatihan; dan
h. persyaratan standar teknis pena-nggulangan

Bencana.

Pasal 26

(1) Perencanaan penanggulangan Bencarra
sebagairnana dimaksud dalam Pasal 25 huruf a,
rnerupa-kan bagial dari perencanaan
pembangunan dan ditetapkai-r oleh Pemerintah
Daeral' untark jangka waktu 5 (1irna) tahun.

(2) Perencanaan penanggulangan Berlcana
sebagairnarra dimaksud pada ayat (1), ditinjau
secara berkala setiap 2 (dua) tahun atau sewakflr-
waktu apabila terjadi Bencarra.

(3)Penlrsunan perencanaalr penar_rggularrgan
Bencana sebagairnana dirnaksud pada ayat (1),
dikoordinasikan oleh BPBD.

(4) Perencanaan penalggrrlangan Bencarla
sebagaimana dirnaksud pada ayat (l), disusun
berdasarkan hasil analisis Risiko Bencarra yang
djabarkan melalui program kegiatan dalam upaya
Penanggulangan Bencana dapat disertai rincia].r
anggarannya-

{5) Perencanaan penanggulangan Bencana
sebagaimana dimatsrrdpada ayat (1), meliputi:
a. pengenalan dai pengkajian ailcalnan

Bencana;
b. pemaharnan tentang kerentanan Masyarakat;
c. analisis kernungkinan dampak Bencana;
d. pilihan tindakan Pengurangan Risiko

Bencana;
e. penetrtuEul mekanisme kesiapan dan

penanggrrlangan darnpak Bencana; dan
f. alokasi tugas, kewenangarr dan surnber daya

ya4g tersedia.

(6) Dalam

I "f
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(6) Dalarn rnenyelaraskan kegiatan perenca-naan
penanSSulangan Bencana, Pernerintah Daerah
dapat mewajibkan pelaku pena-nggulangan
Bencana untuk melaksanakan perencanaail
penanggulangan Bencana dalam bentuk
dokurnen Kajian Resiko Bencana, Rencana
Penanggulangan Bencana dan Rencana Kontijensi
yang ditetapkan derlgan Peraturan Bupati.

Pasal 27

(1) Pengurangan Risiko Bencana sebagairnana
dimaksud dala-m Pasal 25 huruf b, dilakukan
untuk mengurarrgi darnpak buruk yang rnungkin
tirnbul, terutarna dilakukan dalam situasi sedang
tidak tedadi Bencana.

(2) Kegiatan Pengur-angan Risiko Bencana
sebagaimana dirnaksud pada ayat (1), rnelipr.rti:
a. pengenalan dan pemantauan Risiko Bencana;
b.perencanaan partisipatif penanggularrgarr

Bencana;
c. pengembangan budaya sadar Bencafra;
d. peningkatan korrlitrnen terhadap pelaku

penanggulangan Bencana; dan
e. penerapan upaya fisik, nonfisik, dan

pengaturan penanggulangan Bencana.

Pasal 28

(1) Untuk melakukan r.rpaya Pengurangar1 Risiko
Bencana dilakukan penJrusunan rencana aksi
Pengurangan Risiko Bencana.

(2) Pengurangan Risiko Bencarla disusun dalarn
rencana aksi Daerah Pengurangan Risiko
Bencana dengal berpedoman pada rencana aksi
nasional.

(3) Rencana aksi Daerah Pengurangan Risiko
Bencana sebagairnana dimal<sud pada ayat (2),
disusun secara rnenyellrruh dan terpadu dalarn
suatu Fonrrn dengan Inelibatkan semlla
pemangku kepentingan yang dikoordinasikarl
oleh BPBD.

(4) Renca-na aksi Daerale Penguiangalt Risiko
Bencana sebagaimana dimalcsud pada ayat (2),
dikoordinasikan dengan Perangkat Daerah yang
bertanggung jawab di bidang perencanaan
pembangunan Daerah.

(5) Rencaia ...fI
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(5) Rencana aksi Daeral' Pengurangan Risiko
Bencana sebagairnana dirnaksud pada ayat (4),
ditetapkan oleh Kepala BPBD untuk jangka
waktu 3 (tiga) tahun darr dapat ditinjau sesuai
kebutuhan.

{6) Rencana atsi Daerah Pengurangan Risiko
Bencana sebagairnana dirnaksud pada ayat (4)
ditetapkan dengarr Peraturan Bupatl.

Pasal 29

(1] Pencegahan penalggulangal Bencana
sebagairnana dirnaksud dalarn Pasal 25 hrrrrrf c,
dilakukart dengan cana mengurangi arrc.unan
Bencana dan kerentanan pihak yang terancam
Bencana.

[2J Pencega]ran penanggulangarr Bencana
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan
melalali kegiatan:
a. identifikasi darl pelrgenalan terhadap surnber

bahaya ataar ancalrlan Bencana;
b. kontrol terhadap perrguasaan dan pengelolaan

surnber daya alam yang secara tiba-tiba
darr/atau berangsur berpotensi rnenjadi
sumber bahaya Bencana;

c. pem€tntanl€rn penggunaan teknologi yang
secara tiba-tibadan/atau berangsur berpoter:rsi
menjadi surnber ancainarl atalr bahaya
Bencana;

d. pengelolaan tata ruatrg dan lingkungan hidup;
dan

e. penguatan ketahanan sosial Masyarakat.
(31 Pencegaharr sebagaimarra dirnaksud pada ayat

(1), rnenjadi tai'rggLrng jawab Pemerintah Daerah
darr Masyarakat.

(1) Pemaduan penanggulangan Bencaira dalarn
perenc€rnaan pembangunan sebagairnana
dimaksud dalam Pasal 25 huruf d, dilakukan
dengan cara rltencantumkan r.lnsllr-unsur
Rerlcana Penanggula-rlgan Bencarra ke dalarn
rencaIra Pernbangunan Daerah'

(2) Pemaduan

I !

Pasal 30
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{2) Pemaduan penanggulangan Bencarra dalam
perencanaan pembangunalr sebagailnana
dirnaksud pada ayat (1), dilakukan oleh
Pernerintah Daerah melalui koordinasi,
integrasi, dan sinkronisasi dengan pernerintah
kabupaten/kota, pemerintah provinsi, dan
Pernerintatr .

Pasal 3 I

(l) Persyaratan analisis Risiko Bencana
sebagairnana dimaksud dalam Pasal 25 hurrf e,
ditujulan arntuk mengetahui darr Inenilai
tingkat risiko dari suatu kondisi atau kegiatan
yang dapat menimbulkan Bencana.

(2) Persyaiatan analisis Risiko Bencana
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digunakan
sebagai dasar dalam penyusr-rnan kajian
lingkungan hidup strategis, penataan ruang,
serta pengarnbilan tindakan pencegahair darr
Mitigasi Bencana.

Pasal 32

(1) Setiap kegiatan pembangunan yang mempunyai
risiko tinggi menimbulkar Bencana, wajib
dilengkapi dengan analisis Risiko Bencala.

(2) Analisis Risiko Bencana sebagaimana dimaksud
pada ayat (l), disusun berdasarkan persyaratan
a-nalisis Risiko Bencana sebagairnana dimaksud
dalam Pasal 31 ayat (1) melalui penelitian dan
pengkajian terhadap suatu kondisi atau kegiatan
yang mempLrnyai risiko tinggi rnenirnbulkan
Bencana.

(3) BPBD sesrrai denga! kewenangannya melakukan
pemantam€ur dan evaluasi terhadap pelaksanaan
analisis Risiko Bencana.

Pasal 33

(l) Pelaksanaan dan penegakan rencana tata ruang
sebagailnana dimaksud dalarn Pasal 25 huruf f,
dilakukan untuk mengendalikan pernarrfaatan
ruang sesuai rencana tata ruang wilaya}r.

(2) Pengendalian pemanfaatan ruang sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), mencakup pemberlakuan
peraturEur yang berkaitan dengarr penataan rualg,
standar keselamatan dan penerapan sanksi
terhadap pelanggarnya.

(3) pemerint+ /



13) Pernerirltah Daerah secara berkala rnelaksanaLa-n
pemantauan dan evaluasi terhadap perencanaan,
pelaksanaan tata ruan8 dan pernenuhan standar
keselamatan.

Pasal 34

(11 Pendidikan dan pelatihan sebagaimana
dirnatsud dalam Pasal 25 huruf g,
diselenggarakan untuk rneningkatkair
kesadaran, kepedul.ian, kemarnpuan dan
Kesiapsiagaan Masyarakat dalam menghadapi
Bencana.

(2) Pendidikan datr pelatihan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), diseleng,qarakan oleh Pernerintah
Daerah da! Masyarakat, baik perorangan
mampr.rn kelornpok, lernbaga kernasyarakatan dan
pihak lainnya, baik di da-lam maupun di luar
negeri dalam bentuk pendidikan formal,
nonformal dan informal berr.rpa pelatiha:n dasar,
larrjutan, teknis, simulasi dan gladi.

Pasal 35

[1)Persyaratan standar teknis penanggulangan
Benca,na sebagaimana dimaksud dalarn Pasal 25
huruf h, merupakan standar yang harus
dipemrhi dala.m penanggulangan Bencana.

[2)Persyaratal standar teknis penanggulangan
Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
disusurr dengan mengacu pada pedoman pada
Ketentuan Peraturan Perundang-urrdangan.

Pasal 36

Pertyelenggaraan penanggular:rgan Bencana dalam
situasi terdapat potensi terjadinya Bencana
sebagaimala dimaksud dalam Pasal 25 huruf b,
meliparti:

a. Kesiapsiagaan;
b. peringatarr dini; dan
c. Mitigasi Bencana.

Pasal 37

{1} Kesiapsiagaan sebagaima-na dimaksrrd dalarn
Pasal 36 huruf a, dilakukan untuk mernastikan
upaya yajrg cepat dan tepat dala-rn rnenghadapi
kejadian Bencana.

l2l Peraksanaa?../
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{2) Pelaksanaan kegiatalr Kesiapsiagaan
sebagaimana dimaksud pada ayat l1),
dikoordinasikan oleh BPBD melalui:
a. penl rsunan dan uji coba rerrcana

penarrggulangan kedaruratan Bencana;
b. pengorganisasian, pemasangan, dan

pengujian sistem peringatan dini learlg
u.tarning sUstem);

c. penyediaan dan penyiapan barang barang
pasokanpemenuhan kebutuhan dasar;

d. penyiapan personil, pras€rr€rna, dan sarana
yang akan dikerahkan dan digunakan
dalam pelal<saraan prosedurtetap;

e. pernas€rngan petunjuk tentang karakteristik
Bencana dan penyelamatannya di ternpat-
tempat rawan Bencana;

f. penginwentarisasian wilayah rawan Bencana
darr lokasi aman arntuk rnengevakuasi
Pengungsi serta penginventarisasian jalur
evakuasi arnar;

g. penyulrrhan, pelatihan, gladi dan simulasi
tentang lnekairisrne saat Bencana;

h. pendidikan Kesiapsiagaan Bencana dalam
kurikulum sekolah dasar dan menengah,
sebagai muatan lokal;

i. penyiapan lokasi evakuasi;
j. penJrusr-rnan data akurat, informasi dan

pernutakhiran prosedur tetap saat Tanggap
Darurat Bencana; dan

k. penyediaan dan penlapan bahan, barang dan
peralatan untuk pemenuhEr-n pelnulihan
prasarana dan sarana.

(3) Kegiatan Kesiapsiagaan sebagairnana dirnaksud
pada ayal (21, merupakan tarrggungiawab
Pemerintah Daelah serta dilaksanalal bersama-
sarna Masyarakat dan Lembaga Usaha.

Pasal 38

(1) Peringatan dini sebagaimana dirnaksud dalarn
Pasal 36 huruf b, dilakukan untuk pengambilan
tindal<a,n cepat dan tepat dalam rangka
mengurangi risiko terkena Bencana serta
mempersiapkan tindakan saat Tanggap
Danrrat.

(2) Peringatan dini sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), dilakukarl mela.lui:
a. pengamatan Sejala Bencana;
b. analisis hasil pengarnatan gejala Bencarta;

c. pengambilan -..t I
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c. pengarnbilan kepr.rtusan oleh pihak yang
berwenang;

d. penyebarluasan inforrnasi tentang peringatan
Bencana; dan

e. pengambilan tindakan oleh Masyarakat.
(3) Pengamatan gejala Bencana dilakukan oleh

instansi/ lernbaga yang berwenang sesuai dengan
jenis ancarraIt Bencana, untuk memperoleh data
mengenai gejala Bencana yang dirmrngkinkan
akan teq'adi, dengan mernperhatikan Kearifan
l,okal.

(4) Instansi/lernbaga yang berwenang
menyampaikal hasil analisis kepada BPBD
sesuai dengan lokasi dal.r tingkat Bencana,
sebagai dasar dalann mengarnbil keputusan dan
rnenentuk.rn tindakan peringatan dinl.

{5) Peringatan dini sebagaimana dimaksud pada ayat
(21, be rkewaj ib an disebarluaskan oleh
Pemerintah Daerah, lembaga penyiara{r swasta,
dan media massa di Daerah dalarn rangka
pen gera]1arr sumberdaya.

(6) Pengerahan sumberdaya sebagaimana dimaksud
pada ayat (5), dilaksanakan sesuai mekanisme
pengerahan sl.mberdaya pada saat Tanggap
Darurat Bencana.

(7) BPBD rnengkooidinasikan dao Erengarahkan
tindakan yang dilakukan oleh instansi maupun
komponen lainnya untuk Inenyelarnatkan serta
melindungi Masyarakat.

(1) Mitigasi sebagaimana dirnaksud dalarn Pasal 36
huruf c, dilakukan urrtuk lnengurangi Risiko
Bencarra bagi Masyarakat yang berada pada
kawasan rawan Benc€rna.

(2) Kegiatan Mitigasi Bencana sebagaimarra
dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui:
a. pelaksarraart penataan ruang;
b. pengaturart pembangunan, infrastruktur, tata

bangunan; dan
c. penyelenggaraan pendidikan, penSmluhan dan

pelatihan baik secara konvensional maupun
modern-

(3) Pengaturan pembangunan, infrastruktur, dan
tata bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) huruf b, belkewajiban rnengacu pada aturan
standar teknis bangunan yang ditetapkan oleh
instansi/lembaga berwenang.

I(4) Penyelenggaraan
I

Pasal 39



{4)Penyelenggaraan pendidikan, pelatihan, dan
pen5ruluhan sebagairnana dimaksud pada ayat (2)
huruf c, berkewajiban menerapkan aturan
standar teknis pendidikar.r, pelatihan, dan
peny'ulutran yarrg ditetapkan oleh
instansi/lembaga berwenang.

(5) Dalam rangka pelaksanaan Mitigasi Bencaia
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat
(2|., Pernerintah Daerah menj.usun informasi
kebencarraan, basis data, dan peta kebencanaan
yang meliputi:
a. luas wilayah kabupaten, kecarnatan dan

kelrrrahan/desa;
b, jurrrlal. penduduk kabupaten, kecalnatan dan

keluratran/desa;
c. jumlah rurnah Masyarakat, gedung

pernerintah, pasar, sekolah, puskesmas,
rumah sakit, telnpat ibadah, fasilitas umum
dan fasilitas sosial;

d. jenis Bencana yang sering tedadi atau
berulang;

e. Daerah Rawan Bencana dan Risiko Bencana;
f. cakupai luas wilayal' rawan Bencana;
g. lokasi pengungsian;
h. jalur evakuasi;
i. sumberdaya manusia penanggulangan

Bencana; dan
j. hal lainnya sesr.rai kebutuhan.

(6) Informasi keberrcanaan, basis data, darl peta
kebencanaan sebagairnana dirnaksud pada ayat
(5), berfr"rngsi untuk:
a. InenJ.usun kebijakan, strategi dan rancang

tindak penanggulangan Bencana;
b. mengidentifikasi, rnemantau bahaya

Bencarra, kerelrtanan dan kemarnpuan dalann
menghadapi Bencana;

c. memberikan pealindungan kepada
Masyarakat di Daera}.Rawan Bencana;

d. perlgernbangan sistem peringatan dini;
e. mengetahad bahaya Bencana, Risiko

Bencana, kerusakan malpun Kerugian akibat
Bencana; dan

f. menjalankan pembangunan Yang
beradaptasi pada Bencana dan rnenyiapkan
Masyarakat hidup selaras dengan Bencana.

{
Pasal 40

/
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Pasal 40

(1) Pemerintah Daerah men]rusun rencana
penarrggulangan kedaruratan Bencar.ra, sebagai
acrlan dalam pelaksanaa:r penanggulangan
Bencana pada keadaan darurat, yang
pelaksanaarrnya dilakukan secara terkoordinasi
oleh BPBD.

(2) Rencarra penanggulangan kedaruratan
Bencana dapat dilengkapi denga, penJrusunan
rencarra konttrjensi tnaupun standar
operasional prosedur untuk setiap jenis
BencaIra.

(3) Ketentuan lebih lanjut rnengenai standar
operasional prosedur ditetapkan dengan
Keputusan Bupati-

Paragral 2
Saat Tanggap Darurat

Pasal 4 1

( I ) Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana pada
saat Tanggap DarLrrat Bencana sebagairnana
dirnaksud dalam Pasal 23 hunrf b, rneliputi:
a. peogkajian sec€rra cepat dan tepat tertradap

lokasi, kerusakan, dan surnberdaya;
b. penetapan status keadaan dal.urat Bencana;
c. penyelamatan dan evakuasi MasyaJalat

terkena Berlcana;
d. pemenuhan kebutuhan dasar;
e. pelindungan terhadap Kelompok Rerttan; dan
f. pemulihan dengan segera prasaiana dan

sarana vital.
(2) Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana

pada tahap saat tanggap darurat sebagairrtana
dilnaksud pada ayat (1), dikendalikan oleh
Kepala BPBD.

Pasal 42

Pengkajian secara cepat dan tepat sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 41 huruf a, dilakukan untuk
mengidentifikasi:
a. cakupan lokasi Bencana;
b. jurnlatr korban;
c. kerusakan prasarana dan sarana;
d. ganggaran terhadap firngsi pelayanarr rlmum

sertapemerintahan; darr

e. kemampuanr f



e kemampr:.an surnber daya alarn rnaupun
buatan.

Pasal 43

{U Bupati rnenetapkan status keadaan darurat
Bencana sebagaimana dimaksud datarn Pasal 41
ayat (1) huruf b.

{2) Penetapan status keadaan darurat Bencana
sebagajmana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan
atas usul Kepala BPBD dan/atam unsur intansi
terkait berdasarkan hasil kajian tim kaji cepat.

13) Penetapan status keadaarr darurat Bencana
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat
(2), rnerupakan dasar untuk kernudahan akses
bagi BPBD dalann melaksarrakan:
a. pengerahan sumber daya manusia:
b. pengerahal peralatan;
c. pengerahan logistik;
d. imigrasi, cr.rkai, dan karantina;
e. perizinan;
f. pengadaan barang/jasa;
g. pengelolaan da-n pertanggungiawaban uang

dan/atar,rbarang;
h. penyelarnatan; da-n
i. komando Lrntuk rnernerintahkar!

instansi/lembaga.
(4) Penentuan status keadaan damrat Bencana

sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
ditetapkarr dengan Keputusan Bupati.

Pasal 44

(1) Pada saat keadaan darurat Bencana, Kepala
BPBD berwenarg rnenger:ahkan surnber daya
manusia, peialatan, dan logistik dari
instansi/lembaga, darr Masyarakat untuk
rnelakukan tanggap darurat.

(2) Apabila dipandang perlu, Bupati dapat meminta
bantua-n unsur Tetltara Nasional Indonesia,
Kepolisian Negara Republik Indonesia darr
lernbaga lainnya unhlk pengerahan surnber daya
pada saat keadaan darurat Bencana.

{3) Pelaksanaan pemanfaatan sumber daya
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2),
sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang
undangan,

Pasal 45 ..

I f
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Pasal 45

Penyelamatarr dan evakuasi Masyarakat terkena
Bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41
ayat (1) huruf c, dilakukan derlgair memberikan
pelayanan kernanusiaan yang timbul akibat
Bencana yarrg terjadi pada sr-ratu Daerah melalui
upaya:

a. penc€rrian dan penyelamatan Korban;
b. pertolongan damrat; darr

evakuasi Korbart.

Pasal 46

Pemenuhan kebutuhan dasai sebagaimana
dimaksud dalarn Pasal 41 ayat (1) huruf d, rneliputi
bafrtuan penyediaan:
a. kebutuhan air bersih da! sanitasi;
b. pangan;
c. sandang;
d. pelayanan kesehatan;
e. pelayanan psikososial; darr
f. penampungan dan tempat huniarl aernentara.

Pasal 47

Pasal 48

(l) Pelindungan terhadap Kelompok Rentan
sebagaimana dirnaksud dala.m Pasal 41 ayat (1)

hrrruf e, dilakukan dengan memberikan prioritas
kepada Kelompok Rentan berupa penyelarnatan,
evakuasi, perrgarnanar, pelayanan kesehatan,
dan psikososial.

(2) Kelompok Rentan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), terdiri atas:
a. bayi, balita, dan anak-anak;
b. ibu yarlg sedang mengandr.rng atau rnerrJrusui;
c. penyandang disabilitas; dan
d. orang lanjut usia.

(3) Upayar ,!r

(1) Penanganan Masyaialat dan Pengungsi yang
terkena Bencana dilakukan dengan kegiatan:
a. pendataan;
b. penempatarr pada lokasi yalg arnan; dan
c, pernenuhan kebutuhan dasar.

(2) Tata cara penanganan Masyarakat dan
Pengungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
diatur dengan Peraturar! Bupati.
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(3) Upaya pelindungar terhadap Kelolnpok Rentan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
dilaksanakan oleh instansi/lembaga terkait yang
dikoordinasikan oleh Kepala BPBD dengan pola
pendarnpingan / fasilitasi.

Pasal 49

{1} Pemulihan dengan segera prasarana dan sarana
vital sebagaimana dirnaksud dalarn Pasal 41
ayat (1) huruf t dilal<ukan dengan mernperbaiki
dan/atau rnengganti kerusakan akibat Berrcana.

(2) Pemulihan dengan segera prasalana dan sarana
vital sebagairnana dirnaksud pada ayat (1),
dilakukan oleh instansi/lembaga terkait yang
dikoordinasikan oleh Kepala BPBD sesuai
dengan kewenarrgan:rnya.

Paragraf 3
Pasca Bencana

Pasal 5()

Penyelenggaraan Penanggulalrgan Bencana pada
tahap Pascabencana sebagairnana dimaksud dalam
Pasa1 24 huruf c, meliputi;
a. Rehabilitasi; dan
b. Rekonstruksi.

Pasal 5 1

(1) Rehabilitasi sebagaimana dimaksud dalarn Pasal
50 huruf a,dilakukan mela,lui kegiatan:
a. perbaikarr lingkungan Daerah Bencanai
b. perbaikan prasarana dan sarana umuml
c. pernberian bantuaJr perbaikan rutnah

Masyarakat;
d. pemulihan sosial psikologis;
e. pelayanan kesehatan;
f. rekonsiliasi dan resolusi konfuk;
g. pemulihan sosial, ekorrorni dan budaya;
h. pemulihar1 keamanan dan ketertiban;
i. pemulil.an fungsi pernerintahan; dan
j. pemulihan fungsi pelayanan publik.

(2) Untuk rnempercepat pemulihan kehidupan
Masyan:akat pada wilayah Pascabencana,
Pemerintah Daerah rnenetapkan prioritas dari
kegiatan Rehabilitasi sebagaimana dimaksud
pada ayat ( 1).

(3) Penetap? ,r
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(3) Penetapan prioritas sebagairnarra dirnaksud pada
ayar (21, didasarkan pada arralisis kerusakan
dan Kerugian akibat Bencana.

Pasal 52

(1) Kegiatao Rehabilitasi sebagaimana dirnatsud
da-lam Pasal 51 ayat (1), merupakan tanggung
lawab Pemerintah Daerah.

(2) Pernerintah Daerah sebagaimana dirnaksud
pada ayat (1), menjrusun rencana Rehabi-litasi
yang didasarkan pada analisis kerusakan dan
Kemgian akibat Bencana denga! memperhatikan
aspirasi Masyaral(at.

(3) Dalaln rnenlrusun rencana Rehabilitasi
sebagaimarra dimaksud pada ayat (2), harus
rnernperhatikart:
a. pengaturan rnengenai standar konstruksi

bangunan;
b. kondisi sosial;
c. adat istiadat;
d. budaya; dan
e. ekonorni.

(4) Rencana Rehabilitasi sebagairnana dimaksud
pada ayat (2), disusun berdasarkan pedoman
pada Keterrtuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 53

{1) Dalam rnelakukan Rehabilitasi, Pernerintah
Daera}! berkewajiban trrenggunakan Dana
Penanggulangan Bencatra dari APBD.

(2) Dalam hal APBD tidak mernadai, Pemerintah
Daerah dapat rnerninta bantuan dana kepada
Pernerintah untuk melaksanal<an kegiatan
Rehabilitasi.

(3) Selain permintaan:r dana sebagaimana dimaksud
pada ayat (2), Pemerintah Daerah dapat Irrerninta
bantuan kepada Pemerintah berupa:
a. tenaga ahli;
b. peralatan; dan
c. pembangunal prasarana.

Pasal 54

Kegiatan Rehabilitasi sebagairnana dirnalsud
datarn Pasal 51 ayat (1), dilaksanakan oleh
Perangkat Daerah dan instansi/lernbaga terkait
yang dikoordinasikan oleh Kepala BPBD'

Pasal 55
Tt
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Pasal 55

(1) Rekonstruksi sebagaimana dimaksud dalarn
Pasal 5O huruf b, pada wilayah Pascabencana
dilakukan melalui kegiatan:
a. pembangunan prasarana dan sarana;
b. pembangrrnan kernbali sarana sosial

Masyarakat;
c. pernbangkitan kembali kehidupan sosial

budayaMasyarakat;
d. penerapan rancang bangun yang tepat dan

penggrrnaan peralatan yang lebih baik serta
tahan Bencana;

e. partisipasi dan peran serta lembaga dan
Organisasi Kemasyarakatan, dunia usaha dan
Masyarakat;

f. peningkatan kondisi sosial, ekonorni dan
blrdaya;

g. peningkatan fungsi pelayanan publik; atau
h. peningkatan pelayanan utama dalam

Masyarakat.
(2) Untuk mempercepat petrtbangunan kembali

semua prasarana dan sarana serta ketembagaan
pada wilayah Pascabencana, Pemerintah Daerah
menetapkan prioritas dari kegiatan Rekonstruksi
sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

{3) Penetapan prioritas sebagairnana dimaksud pada
ayat (21, didasarkan pada analisis kerusalan
dan Kerugian akibat Bencana.

Pasal 56

ll) Kegiatan Rekonstruksi sebagaimana dimaksud
dalarn Pasal 55 ayat (l), rnerupakan tanggung
jawab Pernerintah Daerah yang dikoordinasikan
oleh BPBD, kecuali prasarana dan sarana yang
merupakan tanggung jawab Pernerintah,
pernerintah provinsi, atau pernerintah
kabupaten/kota.

{21 Pemerintah Daerah rnenJ.usun rellcana
Rekonstruksi yang merupakarr satu kesatuan
dari rencana Rehabilitasi sebagaimana dirnaksud
dalarn Pasal 55 ayat (2).

(3) Dalarn rnen)ausun rencaila Rekonstruksi
sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus
mernperhatikan:
a. rencana tata ruang;
b. pengaturan mengenai standar konstruksi

bangunan;

". 
to.,ai"i;.f



c. kondisi sosial;
d. adat istiadat;
e. budaya lokal; dan
f. ekonomi.

(4) Rencana Rekonstruksi sebagaimana dimaksud
pada ayat (2), disusun berdasarkan pedornan
pada Ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 57

(U Dalaln melakukan Rekonstruksi, Pemerintah
Daerah berkewajiban menggunakan Dana
Penanggrrlangan Bencana dari APBD.

(2) Dalam hal APBD tidak memadai, Pernerintah
Daerah dapat meminta bantuarr dana kepada
Pemerintah dan Pernerinta}l Provinsi untuk
melaksanakan kegiatarr Rekonstruksi-

(3) Selain perrnintaan dana sebagaimana dimaksud
pada ayat (2), Perrterintah Daerah dapat rneminta
bantuan kepada Pernerinta-l. dan Pemerintah
Provinsi berupa:
a. tenaga ahli;
b. peralatan; dan
c. pembafigunan prasarana.

Pasal 58

Kegiatan Rekonstruksi sebagaimarra dimaksud
dalam Pasal 55 ayat (1), dilaksanakan oletr
Perangkat Daerah dan instansi / lembaga terkait
yang dikoordinasikan oleh Kepala BPBD.

BAB \/II
DATA DAN INFORMASI KEBENCANAAN

Pasal 59

(1) BPBD melakukan Pengelolaan data dan informasi
kebencanaan

(2) Pengelolaan data dan informasi kebencanaan
merupakan kegiatan yang meliputi pengumpulan,
pengolahan, analisis, penyajian, diseminasi serta
pelaporan data dan informasi Bencana.

(3) Data dan informasi kebencanaan sebagaimana
dirnaksud pada ayat (1), berfungsi untuk:
a. menyusun kebijakan, strategi dan rancang

tindak penanggulangan Bencana;

b. mengidentilikasi .t f
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b. mengidentifikasi, memantau bahaya
Bencana, kerentanan dan kemampuan dalam
rnenghadapi Berrcana;

c. mernberikan perlindungan kepada
Masyarakat di Daerah Rawan Bencana;

d. pengernbangart sistem peringatan dini; dan
e. mengetahui bahaya Bencana, Risiko Bencana

dan Kerugian akibat Bencana.

BAB VIII
PENDANAAN, PENGGUNAAN DAN PENGELOLAAN

BANTUANBENCANA
Bagian Kesatu

Umur!
Pasal 60

(1) Dana Penanggulangan Bencana menjadi
tanggung jawab bersarna €rnt€rra Pernerintah,
Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah.

(2) Pendanaan dan pengelolaan Dana
Penanggrllangan Bencana ditujukan untuk
mendukung Lrpaya Penyelenggaraan
Penanggulangan Bencana secara berdayaguna,
berhasilguna, dan dapat dipertanggungiawabkan.

Pasal 61

Pendanaan dan pengelolaan bantuan Bencana
meliputi:
a. sumber Dana Penanggulangan Bencana;
b. penggurlaan Dana Penanggulangan Bencana;
c. pengelolaan bantuan Bencana; dan
d. pengawasan dan pertanggungiawaban

pendanaarl

Bagial Kedua
Sumber Pendanaan

Pasal 62

(l) Dana Penyelenggara.an Perlallggulangan Bencana
bersumberdari:
a. APBD; dan/atau
tr. sumber lainnya yang sah dar tidak mengikat.

(2) Pemerintaht !-
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(2) Pemerintah Daerah mengalokasikan anggaran
penanggula.rrgan Bencama dalann ApBD secara
rnemadai sesuai dengan kebutuhan, yang
digunakan untuk rrrenanggulangi Bencana pada
tahap Prabencana, keadaan darurat, dan
Pascabencana yang dilaksanakan sesuai dengan
ketentuan Peraturan Perulrdang-undangan.

Bagian Ketiga
Penggunaan Dana Penanggulangan Bencana

Pasal 63

(1) Penggunaan Dana Penangulangan Bencana di
Daerah dilaksanakan oleh BPBD dan atau
Perangkat Daerah lainnya sesuai dengar tugas
pokok dan fungsinya.

(2) Data Penanggulangan Bencara di Daerah
digunakan sesuai dengan Perryelenggaraan
Penanggulangan Bencana yang meliputi tahap
Prabencana, saat tanggap da.rurat, dan/atau
Pascabencana.

Bagian Keempat
Pengelolaan Bantuan

Pasal 64

(1) Pernerintah Daerah inenyediakan darr
memberikan bantuan Bencana kepada Korban,

(2) Bantuan Bencana sebagairnana dimaksud pada
ayat (1), terdiri dari:
a. santunan duka cita;
b. santunaJr kecacatan;
c. pinjarnan lunak untuk usaha produktif;
d. bantuan perrlenuhan kebutuhan dasar;
e. biaya perawatan rurnah sakit; dan/ atau
f. bantuan kompensasi.

(3) Pemerintah Daerah dapat mernberikan bantuan
Bencana dalarn bentuk baIrtuar sosial kepada
Korban yang direncanakan dan yang tidak
direncanakan sebelurnnya.

(4) Ketentuan lebih lanjut rnengenai tata cara
pernberian dan besarnya bantuan Bencana
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat
(3), berpedoman Keterrtrran Peraturan Perundang-
undangan.

B^Bti.f
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BAB Ix
PEMANTAUAN, PEI,APORAN DAN EVALUASI

Bagian Kesatu
Pemantauan

Pasal 65

(1) Pernantauarl terhadap Penyelenggaraarl
Penanggrrlangan Bencana diperlukan sebagai
upaya untuk Irlerrlarttau secara terus menerus
terhadap pelaksanaan Penyelenggaraan
Penanggulangan Bencana di Daerah.

(2) Pernarrtauan terhadap Penyelenggaraan
Penanggulangarr Bencana sebagaimarta dimaksud
pada ayat (f) dilakukan oleh BPBD serta dapat
melibatkan instansi terkait di Daerah sebagai
bal. an evaLrasi menyeluruh dalam
penanggulangan Bencana.

Bagian Kedua
Pelaporan
Pasa.t 66

(1) Penlrusunan laporan Penyelenggaraan
Penanggulangan Bencana di Daerah dilakukan
oleh BPBD-

(2) Laporan Penyelenggaraan Penarggulangan
Bencana sebagairnana dimaksud pada ayat (1),
digunakan untuk memverifikasi perencanaan
prograrn BPBD.

(3)Laporan pelaksarraarr kegiatan sebagaimana
dimaksud pada ayat (2), dapat dilakukan secara
bulanan, triwa anan, atau semesteran.

(4) Laporan sebagairnana dimalsud pada ayat (3),
meliputi laporan realisasi keuangan dan rea-lisasi
capaian hasil kinerja kegiatan, dilengkapi dengarr
permasalahan yang dihadapi dan upaya
pemecahan masalal. dalam pelaksanaan
kegiatan.

(5) Pelaporan sebagaimana dirnaksr.rd pada ayat (3),
disampaikan kepada Bupati.

Bagian Ketiga
Evaluasi
Pasal 67

Evaluasi terhadap Penyelerlggaraan Penanggulangan
Bencana di Daera} dilakukan dalam rangka
pencapaian standar rninisra-l pelayanan dan
peningkatan kineda penanggulangan Bencana.

J
/

BAB X ..,
(
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BAB X
PENGAWASAN DAN PEFTANGGUNG JAWABAN

Bagian Kesatu
Pengawasan

Pasal 68

(l)Pernerintah Daerah melaksanakan pengawasan
terhadapseluruh tahap penanggulangan Bencarla.

(2) Pengawasan sebagaimana dimal<sud pada ayat (1),
meliputi:
a. surnber arlcarrlar! ataLr bahaya Bencana;
b. keadaan Bencana yarlg berpotensi tedadi

rangkaian Bencana;
c. kebijakan pembangunan yang berpotensi

menimbulkan Bencana;
d. kegiatan eksploitasi sumber daya dam yang

berpotensi menimbulkan Bencana;
e. pemanfaatan barang, jasa, teknologi, serta

kemampuan rekayasa dan rancang bangrln
dalam negeri;

f. kegiatan konservasi lingkungan;
g. perencaraan tata rrrang;
h. pengelolaan lingkungan hidup;
i. kegiatan reklamasi; dan
j. pengelolaan keuangan penanggulangan

Bencana.

Pasal 69
(l) Dalarn rnelaksanakan pengawasan terhadap

pengumpulan dan penyaluran dana dan/atau
bararrg bantLran, DPRD dan Masyarakat dapat
meminta dilakukan audit terhadap laporan
pengumpulan dan penyaluran bantuan.

(2) Apabila dari hasil audit sebagairnana dimaksud
pada ayat (1), ditemukan adanya penyirnpangan,
maka penyelenggara pengurnpulan dan
penyaluran bantuan harus
rnernpertanggr-rngjawabkan sesuai ketentuan
Peraturan Perundang-undangan.

Bagian Kedua
Pertanggungiawaban

Pasal 70

(1) Pertanggungiawaban atas penggunaan dana dan
barang bantuan meliputi pertanggrrngiawaban
dana dan barang bantuan pada tahap
Prabencana, Tanggap Darurat Bencana, dan
Pascabencana.

t
,vt(2) Pertanggungiawaban .t



(2) Pertanggungjawaban penggunaan dana dan
bararrg bar:rtuan penanggulangan Elencana pada
saat Tanggap Darurat Bencana dilakukan secara
khusus sesuai dengan kebutuhan, situasi, dan
kondisi kedaruratan dan dilaksanakan sesuai
dengan prinsip akuntabilitas dan transparansi.

(3) Pemerintah Daerah menyebarluaskan informasi
kepada Masyarakat tentang pendapatan serta
penggunaan dana dan barang bantuar.

BABX
PENYELESAIAN SENGKETA

Bagiar Kesatu
Umum

Pasal 71

Setiap sengketa yang muncul sebagai dampak
Penyelenggaraan Penanggulangarr Bencana atau
penanggulangan dampak Bencana diselesaikan
dengan asas mrrsyawarah mufakat.

Pasal 72

(1) Dalam hal penyelesaian sengketa sebagaimana
dimaksud dalarn Pasal 71, tidak diperoleh
kesepakatan, para pihak dapat rnerlernpuh upaya
penyelesaian diluar pengadilan a.tau rnelalui
pengadilan.

(2) Upaya penyelesaian sengketa diluar pengadilan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat
dilakukan dengan jasa rnediator, arbitrase atau
alternatif penyelesaian sengketa sesuai dengan
ketentuan Peratura-n Perundang- undangan.

(3) Gugatan melalui pengadilan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), hanya dapat ditempuh
apabila r.paya penyelesaian sengketa di luar
pengadilan yang dipilih dinyatakan tidak berhasil
oletr salah satu atau para pihak yang
bersengketa.

Pasal 73

(1) Sengketa rnengenai kewenangan penanggulangan
Bencana dan dampak Bencana antar
Pernerintah Daerah diselesa.ikan sesuai dengan
keterrtuan Peraturan Perundang undangan.

{2) Sengketa kewenangan sebagairnana dirnaksud
ayat (1), tidak boleh rnenyebabkan Kerugian
terhadap Masyarakat.

B^gi*rK.d.L 
/
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Bagian Kedua
Ougatan
Pasal 74

(l) Masyarakat, Organisasi Kerrrasyaral<atan,
lernbaga swadaya Masyarakat, Lembaga Usa}la,
dan Pemerintah Daerah dapat mengajukal
gugatan terhadap pihak-pihak yang melakukan
kegiatan yang menyebabkan Kerugian untuk
kepentingan keberlanjutan fungsi
penalggulangan Bencala.

(2) Gugatan sebagairnana dirnaksud pada ayat (l),
terbatas pada gugatan untuk melakukan
tindakan tertentu yang berkaitarr dengan
keberlartjutan fungsi penanggulangan Bencana
dan/atau gugatan membayar biaya atas
pengeluaran nyata.

Pasa.l 75
Organisasi Kemasyarakatan, lernbaga swadaya
Masyarakat, Lernbaga Usal"a, sebagai bagian dari
penyelenggara penarlggr. angan Bencana berhak
mengajukan gugatan dan harus rnemenuhi
persyaratan :

a. berbentuk organisasi/lembaga Masyarakat
norqrroJEt berstatus badan hukum dan bergerak
dalam bidang penanggulangan Bencana;

b. mencantuInkan tujuan pendiri lernbaga
kemasyarakatan dalam anggar€rn dasarnya
untuk kepentingan yang berkaitan dengan
keberlanjutan fungsi penanggulangari Bencana;
darl

c. telai rnelakukan kegiatan sesuai dengan
angga.ran dasarnya.

BAB XII
SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 76

(1) Setiap kegiatan pernbangunan yang tidak
dilengkapi dengan analisis Risiko Bencana
sebagaimana dimaksud dalarn Pasal 32 ayaL (ll'
dikenakan sartksi administratif.

(2) Sanksi administratif sebagairnana dirnaksud pada
ayat (1) dapat beruPa, antara lain, pencabutan
izin, pembrrbaran, pengawasan, pemberhentian
sementara, denda administratif, atau daya paksa
polisional. Sanksi keperdataan dapat bempa,

I
antara lain, ganti Kerugian.

(3) Ketentuan
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(3) Ketentuar lebih lanjut mengenai pengenaan sanksi
administratif sebagairnana dimaksud dalarn ayat
(2) diatur dengan Peraturan Bupati-

Forum yang sudah terbentuk sebelum Peraturan Daerah ini
diundangkan, masih tetap melal<sanal<an tugas sanpai
dengan terbentuknya Forum berdasarkan Peraturan Daerah
ini.

BAB XV
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal77

BAB XVI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 78

Pada saat Peraturan Daerah ini mr.rlai berlaku rnaka
Peraturan Daeral. Kabupaten Jernbrana Nornor 3
Tahun 2013 tentang Penanggulangai Bencana
(L€rrlbaran Daeratr Tahun 2Ol3 Nomor 34,
Tambahan Lelnbaran Daerah Nomor 33) dicabut dan
dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 79

Peraturan Daeratr ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.

Agar

rI
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Agar setiap orang mengetahuinya, rnemerintatrkan
pengundangan Peraturan Daerah ini dengan
penempatannya dalam l,ernbaran Daerah Kabrrpaten
Jembrana.

Ditetapkan di Negara
pada tanggal 3i Januari 2025

{AUPATI JEMBRANA,

l-
f,J 

uewceH reuaa ,f'

{

Diundangkan di Negara
pada tanggal 31 Januari 2025

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JEMBRANA,

I MADE BUDIASA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN JEMBRANA TAHUN 2025 NOMOR 1.

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN JEMBRANA, PROVINSI BALI:
(r, rl 2025l.

bA*^h-
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PENJEI.ASAN
ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN JEMBRANA
NOMOR 1 TAHUN 2025

TENTANG
PENANGGULANGAN BENCANA

I. UMUM
Kewajiban datarn lnernberikan perlinduflgan dengan

mengeluarkan kebijakan berkaitan penanggulangan Benca-na
sebagai jarninan ataspemenr.rhan hak atas perlindungal terhadap
Masyarakat sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 28 G ayat (1)
Undang-Undarg Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
yang rnenyebutkan bal"wa perlindungan terhadap diri pribadi,
keluarga, kehormatan, martabat, dan haita benda yang di bawal.
kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindunga!
dari ancaman ketakutan uirtuk berbuat atau tidak beibuat
sesuatu yErng merupakal hak asasi. Dernikian juga dalam
bagian Menirnbang huruf a, Undang Undang Nomor 24 Tahun
2OO7 teIrtal]g Penanggulangan Bencana, menegaskarr bal.wa
Negara Kesatuan Republik Indonesia bertanggung jawab
melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah
Indonesia dengan tujuan untuk memberikan pelindungan
teihadap kehiduparr dan penghidupan termasuk perlindungan
atas Bencarla, dalarn rangka mewujudkan kesejahteraan umum
yang berlandaskan Partcasila. Tanggung jawab tersebut tidak
hanya menjadi tanggung jawab Pemerintah tetapi juga Pernerintah
Daerah.

Pernerintah Kabupaten Jembrarra rnerniliki wilayah yang luas
dan kondisi alam yang indah serta memiliki berbagai keunggulan.
Narnarn disisi lain berada dalam wilayah yarrg memiliki kondisi
vulkanologis, geografis, geologis, topografis, hidrologis, sisiologis,
antropologis dan dernografis yang rawan terhadap teljadinya
Bencana dengan frekuensi yang cukup tinggi, sehingga
mernerlrrkan penanganan secara sistematis, terpadu, dan
terkoordinasi. Karenanya adalah kewajiban Pemerintal Daerah
untuk memberikarl perlindungan kepada masyarakatnya.

Berdasarkan pertimbangan uraiarr tersebut diatas, nlaka
Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 3 Tahun 2013
tentang Penarrggulalgan Bencana sudal. tidak sesrrai dengal
perkernbangan hukum dan kondisi kebutuhan Daerah saat ini,
sehingga Pemerintah Daerah Kabupaten Jernbrana wajib
menetapkan Peraturan Daerah yang baru mengenai peraturan
Daerah tentang Penanggulangan Bencana.

It
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I. PASAL DEMI PASAL
Pasel I

Cukup jelas.
Pasal 2

Huruf a
Yang dimaksud dengan oasas kemanusiaan"
termanifestasi dalam penanggulangan Bencana sehingga
peraturan daerah ini rnemberikan pelindungan dan
penghormatalr hak-hak asasi Inanusia, harkat dan
martabat setiap warga negara dal.r penduduk Indonesia
secErra proporsional.

Huruf b
Yang dimal<sud dengan "asas keadilan" adalah bahwa
setiap rnateri muatarr ketentuan dalam penamggulangan
Bencana hanrs mencerminkan keadilan secara
proporsional bagi setiap warganeg€rra tanpa kecuali.

Huruf c
Yang dirnaksud dengan 'asas kesamaal kedudukarr
dalarn hukurn dan pernerifltaharr" adalah bahwa rnateri
muatalr keterttuan dalam penanggulangarr Bencana tidak
boteh berisi hal-hal yang membedakan latar belakang,
antara lain, agama, srrku, ras, golongan, gender, atan
status sosial.

Huruf d
Yang dimaksud dengan 'asas keseirnbangan" adalah
bahwa materi muatarr ketentuan dalam penanggulangan
Bencanra mencerminkan keseimbangan kehiduparr sosial
dan lingkungan.
Yang dirnaksud dengart 'asas keselarasan" adalal bahwa
materi firrlatan ketentuarr dalarn penanggulangart
Bencana rnencerrninkan keselarasan tata kehidupan dan
lingkungan.
Yang dirnaksud dengalr "asas keserasian" adalall bahwa
materi muatan ketentrran dalarn penanggulangan
Bencarra rnencerminkan keserasian lingkungan dan
kehidupan sosial Masyaral<at.

Huruf e
Yang dimaksard dengan "asas ketertiban dan kepastian
hukum" adalah bahwa materi muatan ketentuan dalarn
penallSgulangarl Bencarta harus dapat menirnbulkal
ketertiban dalarn Masyarakat rnelalui jaminan adanya
kepastian hukum.

Huruf f
Yang dimaksud dengan 'asas kebersaftaan" adala].
bahwa penanggulangan Bencaoa pada dasarnya rnenjadi
tugas dan tanggung jawab bersama Pemerintah dan
Masyarakat yang dilakukan secara gotong royonl'tl
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Huruf g
Yang dirnalsud dengan "asas kelestariarr lingkungan
hidup" adalah bahwa materi muatan keterrtuan dalam
penanggulangal Bencana mencerrninkan kelestarian
lingkungan untuk generasi sekarang dan ur:Ituk generasi
yaig a-kal datang demi kepentingan bangsa dan negara.

Huruf h
Yang dimaksud dengaar .asas ilrmr pengetahrran dan
teknologi" adalah bahwa dalam penanggulangan
Bencana harus rnemanfaatkan ilmu pengetahuan dan
teknologi secara optimal sehingga rnempermudah dan
mempercepat proses penanggulangan Bencana, baik
pada tahap pencegahan, pada saat terjadi Bencana,
maupun pada tahap Pascabencana.

Huruf i
Yang dirnaksud derrgan 'asas partisipasi" adalah
keterlibatan seseorang dalam situasi baik secara mental, pikiran
atau emosi dan perasaan yang mendorongnya unfirk memberikan
sumbangan dalam upaya untuk memberikan sumbangan dalam
usaha mencapai tujuar yang telah ditentukan dan ikut
bertanggung jawab terhadap kegiatan pencapaia-n tujuan
tersebut.

Pasal 3
Huruf a

Yang.dirnaksud dengan'prinsip pengrrralgan risiko"
adalah prinsip kegiatan untuk mengurangi ancaman dan
kerentanar serta meningkatkan kemampuan Masyarakat dalam
menghadapi Bencana.

Huruf b
Yang dirnaksud denga-rr "prinsip cepat dan tepat" adalair
bahwa dalarn penanggLrlangan Bencana trarus
dilaksarakan secara cepat dan tepat sesuai dengan
tuntutan keadaan.

Huruf c
Yang dimaksrrd dengan "prinsip prior-itas" adalah bahwa
apabila terjadi Bencana, kegiatan penanggulangan
harus rnendapat prioritas daI! diutamakan pada kegiatan
penyelamatan jiwa manusia.

Huruf d
Yang dirnaksud dengal "prinsip koordinasi" adalah
ba)lwa penarggulangan Bencana didasarkan pada
koordinasi yang baik dan sa-ling mendukung.
Yarg dimaksr.rd dengan 'prinsip keterpaduarr" adalal.
bahwa penanggulangan Bencana dilakukarr oleh berbagai
sektor secara terpadu yang didasarkal pada kerja sarna
yang baik dan saling mendukung'

?N.
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Huruf e
Yang dimaksud dengan 'prinsip berdaya guna" adalah
bahwa dalam mengatasi kesulitan Masyarakat dilakukan
dengan tidak membuang waktu, tenaga, dan biaya yang
berlebihan.
Yang dirnaksud dengan'prinsip berttasil guna" adalah
bahwa kegiatan penanggulangan Bencana harus berhasil
guna, khususnya dalam Ilrengatasi kesulitan Masyarakat
dengan tidak mernbuarg waktu, tenaga, dan biaya yang
berlebihan.

Huruf f
Yang dirnaksud dengan "prinsip transparansi" adalah
bahwa penanggulangan Bencana dilal<ukarr secaia
terbuka dan dapat dipertanggungiawabkan.
Yang dimaksud dengan 'prirrsip akuntabilitas" adalah
bahwa penanggulangan Bencarta dilakukan secara
terbarka dan dapat dipertanggungjawabkan secara etik
dan hukrrrn.

Huruf g
Yang dimaksud dengar "prinsip kernitraan" adalah
hubungan kerja sarna sebagai rnitra antara dua belah
pihak atau lebih urrtuk mencapai tujuan bersarna.

Huruf h
Yang dimaksud dengan "prinsip pemberdayaan" adalatr
sebuah proses prenyadaraa masyarakat yang dilakukan secara
transformatif, partisipatif, dan berkesinambungan melalui
peningkatan kemampuan dalam menangani persoa.lan dasar yang
dihadapi dan meningkatkan kondidi hidup sesuai dengan
harapan.

Huruf i
Yang dimaksud dengan'prinsip nondiskriminatif'
adalah implementasi dalam rangka permaan hak.

Huruf j
Yang dimaksud dengan "prinsip nondiskriminasi" adalah
bal.wa negara dalarn penalrggulangan Bencana tidat
mernberikan perlakuan yang berbeda teihadap jenis
kelamin, suku, agarna, ras, dan alir-an politik apa pun.

Huruf k
Yang dimaksud dengan 'prinsip nonproletisi" adalah
bahwa dilarang menyebarkan ag.una atau keyakinaj:r
pada saat keadaan darurat Bencana, terutarna melalui
pemberian bantualr darr pelayana,l darurat Bencana'

Huruf I
Yang dimaksud dengan'prinsip kearifan lokal' adalah
prinsip-prinsip dan cara-cara tertentu yang dianut, dipahard' dan

ilaplikasikan oleh masyarakat tokal dalam berinteraksi dan

berinterelasi dengan lingkungannya dan sebagai hasil produksi

kebiasaan/tradisi yang hiduP dan tumbuh secara turuo temurunJ

bersama masya!'akat adat. ltl
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Huruf In
Yarrg dimaksud dengan 'prinsip berkelanjutan " adalah
untuk mernenuhi kebutuhan generasi sekarang tanpa
rnengrrangi kernarnpuan generasi ya-rrg akan datang-

Pasal 4
Cukup jelas.

Pasal 5
Cukup jelas-

Pasal 6
Cukup jelas.

Pasa,l 7
Cukup jelas.

Pasal 8
Cukup jelas.

Pasal 9
Culorp jelas.

Pasal 10
Ayat (1)

Huruf a
Yang dirnaksud dengan Masyarakat rentanr Bencana
adalah anggota Masyarakat yang membutuhkan
bantuarr karena keadaalr yang di sandangnya di
alrtaranya Masyarakat lartjut usia, penyandang
cacat, anal<-arlak, serta ibu hamil dan rnenyusui.

Huruf b
Cukup jelas.

Huruf c
Cukup jelas.

Huruf d
Cukup jelas.

Huruf e
Cukup jelas.

Huruf f
Cukup jelas.

Ayat [2)
cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.
Ayat (4)

Cukup jelas.
Ayat (5)

Clrkup jelas-
Pasal 11

Cukup jelas.
Pasal 12

CukuP jelas.
Pasal 13

Cukup jelas. r I



-46-

Pasal 14
Cukup jelas-

Pasal 15
Culmp jelas.

Passl 16
Cukup jelas.

Pasal 17
Cukup jelas.

Pasal 18
Cukup jela.s.

Pasal 19
Cukup jelas.

Pasal 20
Cukup jelas.

Pasal 2 1
Cukup jelas.

Pasal 22
Cukup jelas.

Pasal 23
Cukup jelas.

Pasal 24
Cukup jelas.

Pasal 2 5
Cukup jelas.

Pasal 26
Cukup jelas.

Pasal 27
cukup jelas.

Pasal 28
Cukup jelas.

Pasal 29
Cukup jelas.

Pasal 30
Cukup jelas.

Pasal 3 1
Culnrp jelas.

Pasal 32
Cukup jelas-

Pasal 33
Cukup jelas.

Pasal 34
Cukup jela.s.

Pasal 35
Cukup jelas.

Pasal 36
Cukup ielas.

Pasal 37
cukup jelas.

r {



Pasal 38
Cukup jelas.

Pasal 39
Crrkup jelas-

Pasal 40
Cukup jelas.

Pasal 41
Cukup jela.s.

Pasal 42
Cukup jelas.

Pasal 43
Yang dirnaksud dengan status keadaan darurat dirnulai
sejak status siaga darLrrat, tanggap darrrrat, dan transisi
darurat ke pernulihan.

Pasal 44
Cukup jelas.

Pasal 45
Cukup jelas.

Pasal 46
Crrl<rp jelas.

Pasal 47
CukLlp je1as.

Pasal 48
Cukup jelas.

Pasal 49
Cukup jelas.

Pasal 50
Cukup jelas.

Pasal 51
Cukup je1as.

Pasal 52
Cukup jelas.

Pasal 53
Cukup jelas.

Pasal 54
Cukup jelas.

Pasal 55
Cukup jelas.

Pasal 56
Crrkup jelas-

Pasal 57
Cukup jelas.

Pasal 58
Cr.rkup jelas.

Pasal 59
Cukup jelas.

Pasal 6O
Cr..rkup jelas.

rt
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Pasal 61
Cukup jelas.

Pasal 62
Cukup jelas.

Pasal 63
Cukup jelas.

Pasal 64
Cukup -jelas.

Pasal 65
Clrkup jelas.

Pasal 66
Cukup jelas.

Pasal 67
Cukup jelas.

Pasal 68
Cukup jelas.

Pasal 69
Cukrrp jelas-

Pasal 70
Cukup jelas.

Pasal 71
Cr.rkup jelas.

Pasal 72
Cukup ielas.

Pasal 73
Cukup jelas,

Pasal 74
Cukup jelas.

Pasal 75
Crrkup jelas-

Pasal 76
Cr-rkup jelas.

Pasal 77
Cukup jelas.

Pasal 78
Cukup jelas.

Pasal 79
Cukup jelas,

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN JEMBRANA
NOMOR 1.
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